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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 98/DSN-
MUI/X11/2020 Terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya” merupakan hasil
penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab
permasalahan tentang bagaimana praktik pelayanan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya
serta bagaimana analisis hukum islam dan fatwa dsn-mui no. 98/dsn-mui/xii/2015
di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik
wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dilakukan analisis dengan
menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Skripsi ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian menghasilkan sebuah kesimpulan yang pertama, praktik pelayanan
BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya belum berjalan
dengan baik, karena praktiknya menimbulkan beberapa persepsi dari masyarakat,
ada yang menyalahkan rumah sakit, ada yang menyalahkan dokter, dan juga ada
yang menyalahkan program BPJS itu sendiri. Dalam praktiknya keterkaitan antara
BPJS dengan Rumah Sakit yaitu mengatur sistem jaminan sosial. Sedangkan
Rumah Sakit dengan dokter yaitu menjalankan sistem jaminan sosial. Dan kaitan
dokter dengan pasien yaitu melayani jaminan sosial. Semua hanya kurang adanya
manajemen yang baik. Kesimpulan yang kedua, menurut hukum islam,
mekanisme sewa menyewa (ijarah) di Rumah Sakit Islam Jemursari, menurut
hukum islam mekanisme sewa menyewa (7jarah) sudah memenuhi unsur 7jarah.
Terdapat para pihak yaitu dokter selaku pihak yang menyewakan jasa dan pasien
selaku pihak yang menyewa. Kemudian 7jab dan gabul terjadi ketika para pihak
menaruh upah dan menerima upah, meskipun orang yang melakukan akad
pelafalannya tidak dalam satu majelis. Kegiatan ini sudah dianggap sah.
Selanjutnya memberi manfaat, ketika dokter melayani pasien maka manfaat dari
jasa dokter sudah terjadi. Jika sewa menyewa (7jarah) ditinjau dari rukunnya
terdiri dari muajjir dan mustajjir, ijab dan gabul, memberi manfaat dan ujrah.
Namun dalam konteks, ujrah yang diberikan kepada dokter masih belum sesuai
dengan apa yang telah dokter itu kerjakan sehingga dokter tersebut merasa
dirugikan. Sewa menyewa antara dokter dan pasien pengguna BPJS di Rumah
Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya tersebut akadnya fasakh karena ada pihak
yang dirugikan. Sedangkan menurut DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015
pelayanan program BPJS belum sepenuhnya berjalan lancar dikarenakan banyak
faktor yaitu kurangnya sosialisasi, para pihak yang mementingkan kepentingan
pribadi, kurangnya manajemen keuangan yang efektif dan lain sebagainya.

Dari hasil kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada para dokter
seharusnya lebih mengedepankan pelayanan meskipun apa yang diperoleh tidak
sewajarnya. Dan untuk pengelola BPJS kesehatan perlu adanya evaluasi mengenai
sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan menjadi hak pokok bagi setiap warga, baik yang miskin
maupun yang kaya yang harus dilindungi oleh Negara. Oleh karena itu,
pemerintah melaksanakan berbagai macam upaya yang bisa mengatasi
masalah kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3), serta tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang diganti dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 36 tahun 2009 ini menegaskan bahwa:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis”.!

Manusia harus berusaha melindungi hidupnya dalam menjalani
kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, seseorang mempunyai berbagai
macam kebutuhan yang kompleks, seperti kebutuhan primer, kebutuhan
sekunder dan kebutuhan komplementer.? Di sisi lain, manusia tidak dapat
melaksanakan segala macam kebutuhannya dengan sendiri sehingga perlu
interaksi dengan lingkungan sekitar lebih-lebih dengan sesamanya. Hal ini
sesuai dengan sifat manusia yang tidak dapat terlepas dari pertolongan orang

lain. Dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 dinyatakan:

'Hapsara, Filsatat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2014), 61.
*Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 2.
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Amat berat siksa-Nya.”®

Ayat diatas mengandung pelajaran bahwa sesama umat manusia
harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak diperbolehkan untuk
tolong menolong dalam keburukan. Tolong menolong dalam kebaikan
terkandung didalamnya tolong menolong dalam pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan sebuah hak tiap individu dengan
menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan tanpa melihat
tingkat ekonomi dan status sosialnya, baik miskin maupun kaya, muslim
maupun non muslim. Kesehatan dan keamanan memiliki kedudukan
yangsama dalam kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan Negara
bertanggung jawab untuk menanggung realisasi kebutuhan dasar tersebut.

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem pemerintahan

demokrasi dengan mempunyai tujuan untuk menyejahterakan warganya.

3Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma
Publishing, 2011), 48.



Dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagai salah satu tindakan yang dilaksanakan oleh
pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat
supaya mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang mana
kegiatan tersebut dikelola langsung oleh badan pemerintah yang disebut
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.#

BPJS dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan terealisasinya
pemberian jaminan terhadap kebutuhan dasar hidup yang layak untuk setiap
warganya, serta memiliki prinsip gotong royong untuk saling membantu
antar warga satu dengan warga yang lainnya. Berdasarkan pasal 2 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 asas BPJS yaitu merealisasikan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi asas kemanusiaan, manfaat
dan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia.’

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS dibentuk
menjadi 2 macam, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Instansi BPJS kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung
jawab untuk menjalankan program jaminan kesehatan bagi seluruh warga

Indonesia demi memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak

4Faisal Arief Kamil dkk, Menatap Indonesia dari Kampus Bulak Sumur (Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada, 2013), 222.
SDinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 209.



diberikan pada seseorang yang sudah membayar iuran ataupun iurannya yang
ditanggung oleh pemerintah.¢

Anggota BPJS kesehatan dikelompokkan menjadi dua, yakni
Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan bukan Penerima
Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
jaminan kesehatan yaitu anggota jaminan kesehatan untuk fakir miskin dan
orang yang tidak mampu yang mana telah ditetapkan oleh pemerintah yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan serta tercantum
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan.” Sedangkan kelompok bukan PBI jaminan kesehatan
merupakan anggota yang diwajibkan membayar iuran kepesertaan atau dana
jaminan sosial. Dana jaminan sosial merupakan dana milik seluruh anggota
yang dikelola oleh BPJS yang digunakan untuk melakukan pembayaran
manfaat kepada anggota serta pembiayaan operasional terhadap
penyelenggaraan program jaminan sosial.

Dalam BPJS kesehatan, peserta yang sudah mendaftar diwajibkan
membayar iuran sebulan sekali yang mana uang tersebut digunakan untuk
menyewa jasa dokter ketika sakit, sehingga muamalah tersebut dinamakan

ijarah. ljarah merupakan suatu kegiatan muamalah yang memiliki tujuan

SAsy’ari Suparmin, Asuransi Syari’ah Konsep Hukum dan Operasionalnya (Ponorogo, Uwais
Inspirasi Indonesia, 2019), 270.

"Septiana Tka Purwandari, “Analisis Sikap Pekerja Informal Non Penerima Bantuan Iuran yang
belum Terdaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional 2014 di Kabupaten Brebes”, Unnes
Journal of  Public  Health, Vol. 4 No. 2, (2015), diakses dari
(https://journal.unnes.ac.id/sjw/index.php/ujph/article/view/5039) pada tanggal 25 November 2019
pukul 13.00.
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untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, seperti sewa menyewa jasa
kepada orang yang membutuhkan dan saling suka rela.® Jjarah bisa juga
diartikan sebagai jual beli jasa yakni mengambil kegunaan dari hasil
pekerjaan ataupun tenaga manusia, selain itu ada juga yang mengartikan
sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil kegunaan dari suatu barang.’

Sewa menyewa sama seperti perjanjian lainnya, merupakan perjanjian
yang memiliki sifat kesepakatan. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum
saat kegiatan sewa menyewa berlangsung. Dengan ini pihak yang
memberikan sewa harus menyerahkan barang atau jasa kepada si penyewa
dan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan uang sewa atau
upah.!°

Ketentuan hukum mengenai 7jarah meliputi kesatuan tentang dasar
hukum, rukun, syarat dan bentuk dari sewa menyewa yang diperbolehkan
oleh syariat. Untuk melengkapi sewa menyewa jasa diperlukan perjanjian
antara mekanisme sewa (upah) yang telah disepakati dalam kegiatan ini.
Kegiatan ini dilakukan dengan bentuk akad antara kedua belah pihak dengan
ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak yang melakukan akad
tersebut. Islam mengakui adanya akad sebagai solusi untuk menghindarkan
dari ketidakadilan maupun ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu
transaksi muamalah maupun perjanjian. Karena ketidakadilan dan

ketidakjujuran akan merugikan pihak yang lain.

8Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka
Setia, 2014), 52.

"Rachmat Syafei, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 122.

9Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islami (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 52.



Hukum 7jarah menurut jumhur ulama’ mubah atau boleh apabila
dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat berdasarkan ayat Al-Qur’an,
Hadis Nabi dan ketetapan Ijma’ Ulama.'! Mengenai dasar hukum tentang

kebolehan 7jarah terdapat dalam surah Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

RPAHEE Nj@f@f ey dallin SlaiVsadas st "f’ e
(1) s lilaptess /'WLM;}’JM 2ot B i S

Artinya :“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”!?

Perkembangan praktik sewa menyewa sudah tidak asing lagi bagi
masyarakat. Salah satu bentuk sewa menyewa yang penulis temui adalah
sewa jasa dokter melalui BPJS kesehatan. Prosedur sewa jasa dokter melalui
BPJS kesehatan adalah rumah sakit yang mendaftarkan dokter tersebut
ataupun dokter itu sendiri yang mendaftar. Dengan mendaftarkan diri ke
BPJS kesehatan, dokter dapat membantu pasien yang tidak mampu. '3

Di BPJS peserta wajib membayar setiap bulannya sesuai dengan kelas
yang diambil. Dengan begitu dokter bisa mendapatkan upah yang sesuai

dengan kinerjanya. Namun realitanya, upah untuk balas jasa dokter tidak

""Wahbah al-Zuhaili, A/-Figih Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, cet. 8. (Damaskus: Dar Al-Figr
Al-Mua’ssim, 2005), 3081.

2Mushaf Madinah, A/-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Jabal, 2010), 559.

Bdrg. Melati, Wawancara, Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, 18 Desember 2019.



sesuai dengan standart dokter karena banyaknya pasien yang berobat
sehingga tidak sesuai dengan kinerja dokter yang optimal.'#

BPJS kesehatan didirikan untuk membantu orang yang tidak mampu
ketika sakit. Dalam fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015
menjelaskan bahwasanya BPJS kesehatan harus memberikan kemudahan
bagi semua peserta untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan hak
mereka. BPJS juga harus memberikan informasi yang jelas kepada peserta
BPJS mengenai jumlah iuran, manfaat serta cakupan layanan lainnya. Hal itu
dikarenakan BPJS bertanggungjawab mengupayakan agar pembayaran
imbalan kepada fasilitas layanan kesehatan sesuai sistem yang adil dan
transparan.’> BPJS wajib menunaikan kewajibannya dengan baik kepada
fasilitas kesehatan sesuai perjanjian. Fasilitas kesehatan wajib memberikan
layanan kesehatan kepada peserta sesuai prinsip syariah serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan itu, fasilitas kesehatan wajib
memberikan imbal jasa yang berasal dari BPJS kesehatan kepada para dokter
dengan prinsip keadilan, prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Indikator pertama standar suatu rumah sakit dan ukuran mutu
pelayanan adalah kepuasan pasien. Jika kepuasan pasien mengalami
penurunan, maka akan berpengaruh terhadap kunjungan di rumah sakit
tersebut. Terlebih lagi sikap petugas rumah sakit terhadap pasien yang setiap

waktunya harus meningkat, karena hal itu merupakan tuntutan mutu

drg. Fitria, Wawancara, Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, 20 Desember 2019.
SAndri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019), 220.



pelayanan yang harus diberikan. Dalam menjalani pengobatan, suatu hal
yang sangat penting untuk didapatkan oleh pasien yaitu rasa nyaman agar
mempercepat kesembuhan.'® Mendapat informasi yang lengkap serta
komunikasi petugas yang ramah juga bisa mendukung bagi kesembuhan
pasien. Bukan hanya pemberian obat yang dibutuhkan oleh pasien, tetapi
mendapatkan perhatian juga mendukungnya. Oleh karena itu, pelayanan
yang baik harus selalu diberikan oleh petugas rumah sakit. Pada
kenyataannya, praktik di lapangan masih banyak yang mengalami kesulitan
untuk berobat. Orang-orang mengeluh bahwa mereka telah membayar iuran
setiap bulan yang mana saat ini iuran tersebut naik hampir 100%. Namun,
sistem pelayanan yang diberikan masih kurang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang rinci untuk mengetahui tentang apakah praktik
pelayanan BPJS kesehatan sudah sesuai dengan hukum islam dan fatwa DSN
MUI Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan dengan judul
“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XI1/2015
terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya’.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari paparan dalam latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa

masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

Ibu Devi, Wawancara, Mushola Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, 26 Desember 2019.



. Mekanisme praktik pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam

Kota Surabaya.

. Respon peserta BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya terhadap pelayanan BPJS kesehatan.
Analisis pelayanan BPJS kesehatan dengan hukum islam dan fatwa DSN
MUI No. 98/DSN-MUI/XI1/2015 di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya.

Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi diatas perlu dibatasi

agar pembahasannya tidak melebar dan menyimpang dari pokok masalah

yaitu sebagai berikut:

. Praktik pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya.

. Analisis pelayanan BPJS kesehatan dengan hukum islam dan fatwa DSN

MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya.

Rumusan Masalah

1.

Bagaimana praktik pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam
Jemursari Kota Surabaya?

Bagaimana analisis pelayanan BPJS kesehatan dengan hukum islam dan
fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 di Rumah Sakit Islam

Jemursari Kota Surabaya?



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlibat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan

atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.!”

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan
penelitian atau tulisan yang sama. Penulis membahas tentang ‘“Analisis
Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 terhadap
Praktik Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan di Rumah
Sakit Islam Jemursari Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota
Surabaya”. Yang mana dalam penelitian sebelumnya ada yang mirip
membahas tentang badan penyelenggara jaminan sosial akan tetapi berbeda
pembahasan. Adapun penelitian yang pernah dikaji terkait masalah badan

penyelenggara jaminan sosial diantaranya sebagai berikut:

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Apriyandi Kusuma Wijaya
(2016) dengan judul “Hubungan Pemahaman tentang Kewajiban Peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemanfaatan
Pelayanan Kesehatan di Desa Tanjung Harapan Putih Banyak Lampung
Tengah”. Skripsi ini membahas tentang pemahaman badan penyelenggara

jaminan sosial terhadap masyarakat masih banyak yang kurang paham

Tim Penyusun, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,
2014),8.



sehingga pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial dengan masyarakat

masih kurang memuaskan.'®

Kedua, ditemukan skripsi yang ditulis oleh Masruroh Vivianti (2015)
dengan judul “Hubungan Kualitas Pelayanan Administrasi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Kepuasan Pasien di Rawat Jalan
Rumah Sakit Petrokimia Gresik”. Skripsi ini membahas tentang kualitas
pelayanan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap

kepuasan pasien.'”

Penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya memiliki persamaan
serta perbedaan. Persamaannya terletak pada pembahasan objeknya yaitu
sama-sama membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kesehatan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang
pemahaman peserta terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Desa Tanjung
Harapan Putih Banyak Lampung Tengah. Kemudian yang kedua penelitian
ini membahas tentang hubungan kualitas pelayanan administrasi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan terhadap kepuasan pasien.

Di dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan tentang pelayanan

BPJS kesehatan terhadap dokter dan pasien di Rumah Sakit Islam Jemursari

BApriyanda Kusuma Wijaya, “Hubungan Pemahaman tentang Kewajiban Peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Desa
Tanjung Harapan Putih Banyak Lampung Tengah” (Skripsi — IAIN Sunan Ampel Surabaya,
2016), 11.

"Masruroh Vivianti, “Hubungan Kualitas Pelayanan Administrasi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dengan Kepuasan Pasien di Rawat Jalan Rumah Sakit Petrokimia Gresik” (Skripsi —
Universitas Airlangga, 2015), ix.



F.

Kota Surabaya dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penulis memilih
melakukan penelitian di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya
dikarenakan banyaknya pengunjung serta adanya beberapa keluhan dari

pasien BPJS di rumah sakit tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang praktik pelayanan BPJS
kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya.

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang relevansi pelayanan BPJS
kesehatan dengan hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 98/DSN-

MUI/XII/2015 di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya.

Kegunaan Hasil Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan
dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca

ataupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan

wawasan pengetahuan hukum ekonomi syariah, khususnya bagi penulis



maupun bagi pihak yang berkeinginan untk mengkaji mengenai dinamika
keilmuan hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan
sebagai pedoman yang dapat memberikan informasi bagi para pengguna
layanan BPJS maupun peneliti mengenai pelayanan yang dibenarkan
dalam islam. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih
khususnya tentang praktik pelayanan BPJS di Rumah Sakit Islam
Jemursari Kota Surabaya, ataupun dijadikan acuan untuk melakukan
penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan bidang Hukum

Ekonomi Syariah khususnya dalam sewa menyewa atau /Jjarah.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang
pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian
sehingga bisa dijadikan acuan menelusuri, menguji, atau mengukur variabel
tersebut melalui penelitian.’® Untuk mempermudah dan menghindari
multitafsir serta perbedaan pendapat bagi pembaca dalam memahami arti
serta judul ini, maka penulis perlu menjelaskan secara rinci tentang maksud
dari istilah-istilan yang berkaitan dengan judul diatas, maksud dari judul

tersebut antara lain:

YFakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016), 9.



1. Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peraturan dan
ketentuan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis serta pendapat dari
para ulama’?!, yang berkaitan dengan praktik pelayanan BPJS kesehatan
di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 98/DSN-
MUI/XII/2015 merupakan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan
jaminan sosial kesehatan syariah yang menjelaskan pelayanan
berdasarkan prinsip syariah.

3. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud adalah
pelayanan yang telah disepakati antara pasien pengguna BPJS dengan
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya melalui BPJS kesehatan.

4. Rumah Sakit Islam Jemursari

Sebuah lembaga yang bergerak di bidang kesehatan yang
berlokasi di JI. Raya Jemursari No. 51-57 Kelurahan Jemurwonosari
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Dari definisi variabel diatas, dapat dipahami maksud dari judul
penelitian “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 98/DSN-
MUI/X11/2015 terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya’yaitu
sebuah analisa mengenai praktik pelayanan BPJS kesehatan antara Rumah

Sakit Islam Jemursari dengan pasien pengguna layanan BPJS berdasarkan

21 Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia (Yogyakarta:
Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.



hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan upaya ilmiah agar
memperoleh data dengan manfaat serta tujuan tertentu.””> Dengan upaya
ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memberikan pemahaman objek
yang akan menjadi sasaran ilmu yang berkaitan. Oleh sebab itu, metode juga
dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu
fakta dengan menggunakan landasan teori.”> Sedangkan, penelitian
digunakan sebagai bentuk usaha supaya menemukan, mengembangkan,
menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan memakai

metode-metode ilmiah.?*
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) yaitu memaparkan keadaan yang lebih rinci terhadap situasi
yang terjadi dengan objek yang penulis teliti. Studi lapangan yang
dilakukan berguna untuk mencari keakuratan data, yang berhubungan

dengan permasalahan praktik pelayanan BPJS kesehatan, yang kemudian

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013),

2

BUlbe Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.
24 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 1.



diselaraskan dengan hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 98/DSN-
MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial

kesehatan syariah sehingga bisa ditarik kesimpulan.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian
pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk
melakukan penelitian yang terarah, bersifat naturalistik dan mendasar,
serta tidak dapat dilaksanakan di laboratorium melainkan harus
langsung kelapangan. Oleh karena itu, penelitian seperti ini disebut

dengan field study.*®

Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data yang didapatkan untuk
menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.?’” Data yang
dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber data di
lapangan.?® Data primer dalam penelitian ini yaitu data tentang
akad serta mekanisme praktik pelayanan BPJS antara pasien
pengguna BPJS dengan Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya.

25 Rosady Ruslan, Merode Penelitian Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006),

222.

26Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1986), 159.

2'Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 9.

28Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013). 128.



b. Data sekunder
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dengan lengkap, maka dibutuhkan
teknik pengumpulan data. Mengenai teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini, meliputi teknik wawancara dan teknik

dokumentasi.
a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik ilmiah
yang dalam pengumpulan datanya berbicara atau berdialog langsung
dengan sumber objek penelitian. Wawancara digunakan untuk
mengumpulkan data dengan Tanya jawab sepihak yang dilakukan
secara sistematis serta dilandasi pada tujuan penelitian.?® Teknik ini
guna untuk menggali data yang berhubungan dengan akad, objek dan
praktik pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari

Kota Surabaya.
b. Dokumentasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat
ataupun menulis suatu laporan yang tersedia. Proses penyampaiannya

dilaksanakan melalui data yang tertulis dengan memuat garis besar

YSutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.



data yang akan dicari sehingga memiliki kaitan dengan judul
penelitian. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang digunakan

adalah rekaman dan foto.
4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian
ini, penulis melakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan

dalam pengolahan data sebagai:

a. FEditing, adalah pemeriksaan kembali data, terutama dari segi
kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keterkaitan yang satu
dengan lainnya, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pemeriksaan kembali
data yang diperoleh penulis dan akan digunakan untuk sumber-
sumber studi dokumentasi.

b. Organizing, adalah menyusun data sumber dokumentasi secara
teratur yang didapatkan oleh penulis untuk memperoleh gambaran
secara jelas yang sesuai dengan rumusan masalah. Teknik ini
berguna bagi penulis agar memperoleh gambaran tentang praktik
pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya.

30Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.



L.

c. Analyzing, yaitu memberikan analisis hukum islam dan fatwa DSN
MUI No. 98/DSN-MUI/XI1/2015 terhadap praktik pelayanan BPJS
kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah baik data primer
ataupun data sekunder, akan dianalisis dengan menggunakan teknik
kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan teknik kualitatif deskriptif
adalah mengolah data yang sudah diperoleh penulis melalui beberapa
sumber menjadi data yang terstruktur dan sistematis yang kemudian

penulis analisis menggunakan teori hukum islam.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pola pikir deduktif, yakni cara berpikir diperoleh dari penjelasan yang
bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal
ini penulis memaparkan teori akad 7jarah terlebih dahulu. Kemudian
menganalisis data tentang pelayanan BPJS yang menggunakan akad
ijarah antara pasien BPJS dengan Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya terhadap kesesuaiannya dengan Hukum Islam dan Fatwa DSN

MUI

Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini,

penulis membagi menjadi lima bab. Diantaranya:



Bab pertama, pendahuluan merupakan bagian awal penulisan yang
akan mengantarkan kepada pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika

pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan pembahasan tentang konsep sewa
menyewa dalam hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No0.98/DSN-MUI/XII/2015. Bab ini merupakan landasan teori masalah yang
dibahas dalam skripsi ini, yang berisi pengertian 7jarah, dasar hukum Jjarah,
rukun 7jarah, syarat-syarat ijarah, macam-macam Jjarah, berakhirnya ijarah,
serta peran Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 98/DSN-MUI/XII/2015 yang
meliputi, penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional, alasan penerbitan
Fatwa Dewan Syariah Nasional, dasar hukum Fatwa Dewan Syariah

Nasional dan isi Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Bab ketiga, berisi tentang data hasil penelitian praktik pelayanan
BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya yang
meliputi profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang
meliputi sejarah perjalanan jaminan sosial di Indonesia, visi misi dan
struktur organisasi BPJS, landasan hukum BPJS, dan manfaat BPJS.
Kemudian profil Rumah Sakit Islam Jemursari yang meliputi gambaran

umum letak geografis Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya,



sejarah berdirinya Rumah Sakit Islam Jemursari, motto Rumah Sakit Islam
Jemursari, visi misi Rumah Sakit Islam Jemursari, fasilitas Rumah Sakit
Islam Jemursari, dan pelayanan Rumah Sakit Islam Jemursari. Serta yang

terakhir praktik pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari.

Bab keempat, adalah bab analisis data. Bab ini memaparkan analisis
hukum islam dan fatwa DSN MUI terhadap praktik pelayanan

BPJSkesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil

penelitian dan saran.



BAB II
KONSEP IJARAHDAN FATWA DSN MUI

A. Djarah

1.

Pengertian Jjarah

ljarah secara etimologi berasal dari masdar (ajara- yaJiru),
pengertiannya adalah upah yang diberikan sebagai imbalan dari sebuah
pekerjaan.! Sedangkan kata al-ajru berarti kompensasi (compensation),
imbalan (refurn) atau counter value (al-‘iwad),> yang mana makna
asalnya yaitu pengganti, baik yang bersifat materi maupun non-materi.
ljarah menurut syara’ yaitu akad pengambilan manfaat dari suatu barang
atau jasa yang diserahkan kepada orang lain untuk diambil manfaat dari
barang ataupun jasa tersebut.’

Secara terminologi ada beberapa pendapat tentang fjarah
menurut para ulama figh.

a. Menurut Syafi’iyah 7jarah adalah:

2

4 L S T e 8w P 8. ..4°, {. %o
aslas paa aWls JAdl) alo axid waglas 5530es aain e Aie

Artinya: “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu,
bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.*

b. Menurut Hanafiyah 7jarah adalah:

! Tmam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

2 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 263.

3 Al Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghizzi, Fathul Qorib (Bandung: Trigenda Karya,
1995), 201.

4 Rachmad Syafei, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.
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Artinya: “akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang
diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan
imbalan”.’

. Menurut Malikiyah 7jarah adalah:

Artinya: “pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam
waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

. Menurut Sayyid Sabiq 7fjarah adalah suatu jenis akad untuk

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.’

. Al-Syarbini mendefinisikan 7jarah sebagai berikut:

“akad untuk tukar menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu,
dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan
diperbolehkan oleh syara”.®

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Jjarah adalah

transaksi terhadap manfaat suatu barang atau jasa yang diperbolehkan
oleh syara’ dengan imbalan tertentu atau mengupah.” Mengupah disini
sebagai memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang
lain.'® Sedangkan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam
pasal 20 mendefinisikan ijarah sebagai sewa barang dalam jangka waktu

tertentu dengan pembayaran’."!

Dasar Hukum Jjarah

> Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.
6 Rachmad Syafei, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.
7 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki 13 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987),

7

& Imam Mustofa, Figih Mu’amalahKontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.
® Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 215.

19 Ibnu Mas’ud, Figih Madzhab Syati’i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

11 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.



Dasar hukum Jjarah terdapat dalam Al-Qur’an, Sunnah Rasul dan
Ijma’ Ulama’. Adapun yang menjadi dasar hukum 7jarah adalah:
a. Al-Qur’an

1) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:
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Artinya: “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.”!2

Ayat diatas mengandung penjelasan ketika seorang ibu berhalangan
menyusui anaknya dan menyerahkan kepada wanita lain, maka
wanita tersebut mendapatkan pembayaran (upah) sesuai apa yang

dikerjakan.

2) Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 Allah SWT berfirman:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang batil,
kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan
janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya
Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian™.!?

12 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Syariah (Figh Muamalah) (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 196.

13 Sugiyah Musyafa’ah, et al, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2013), 152.



Ayat diatas menjelaskan bahwasanya dalam melakukan

perdagangan antara penjual dan pembeli harus didasari dengan rasa

suka sama suka.

Hadits

1)

HR. Ibnu Majah
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al
Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami
Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah
menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam
dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata” “Rasulullah
SAW bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum
keringatnya kering”'*

Hadits ini menjelaskan bahwasanya bagi setiap majikan hendaklah

memberikan upahnya dari waktu yang telah dijanjikan, saat

pekerjaan itu selesai sesuai dengan kesepakatan. Jika disepakati,

gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib diberikan di akhir bulan.

2)

HR. Bukhari dan Muslim
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14 Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

75.



Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah
SAW bersabda,”“Berbekam kamu, kemudian berikanlah
olehmu upah kepada tukang bekam itu’.">

Hadits ini menjelaskan tentang pembayaran upah ketika seseorang

telah menyelesaikan pekerjaannya.

c. Ijma’ Ulama
Pada masa sahabat seluruh umat islam telah sepakat
bahwasanya Jjarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi semua
orang.'® Selain itu, akad jjarah sangat dibutuhkan karena akad ini
termasuk akad tolong menolong.

3. Rukun Zjarah

Rukun merupakan komponen-komponen yang bisa membentuk
sesuatu, supaya sesuatu yang akan dibentuk terwujud dengan adanya
komponen tersebut. Dalam konsep hukum Islam, komponen yang

membentuk itu disebut rukun.!”
Menurut jumhur ulama’ rukun 7jarah ada empat, yaitu:'®

a. Adanya pihak yang melakukan akad yaitu, Muajjir (pihak yang
menyewakan) dan Musta jir (pihak yang menyewa).
b. Zjabdan Qabul

C. Memberi manfaat

15 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 138.

6 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

17 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Figih Muamalat
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

18 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 285.



d.

Ujrah (upah).

Syarat ljarah

Syarat jarah terdiri dari empat bagian, yang pertama syarat al/-

ingad (terjadinya akad), yang kedua syarat an-nafadz (syarat

pelaksanaan akad), yang ketiga syarat sah dan yang keempat syarat

lazim.

a.

Syarat a/-inqad (terjadinya akad)

Syarat ini berkaitan dengan agid, zat akad dan tempat

terjadinya akad tersebut.

Untuk kedua orang yang berakad harus berakal (a/-
muta’aqidain). Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah,
disyaratkan keduanya telah baliq dan berakal, yang mana keduanya
harus cakap bertindak dalam hukum.!” Oleh karena itu, orang yang
belum atau tidak berakal, seperti halnya anak kecil dan orang gila
apabila menyewakan harta mereka ataupun menyewakan diri

mereka sebagai buruh, maka jjarafmya tidak sah.

Syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan)

Barang yang akad disewakan harus dimiliki sepenuhnya oleh

muajjir dan ia mempunyai kekuasaan penuh untuk akad. Untuk

19 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

157.



jjarah yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kekuasaan
atau tidak mendapat izin dari si penyewa maka hal ini tidak sah

untuk diadakannya rjarah.

c. Syarat Sah Jjarah

Keabsahan melaksanakan ijarah berkaitan dengan empat
unsur yaitu aqid (orang yang berakad), ma’qud alaih (barang yang
digunakan sebagai objek), ujrah (upah) dan nafs al-agad (zat akad),

sebagai berikut:

1) Adanya kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk
melaksanakan perjanjian sewa menyewa (ijarah). Akad ijarah
tidak boleh dilakukan jika salah satu pihak merasakan adanya
unsur keterpaksaan. Apabila didalam perjanjian terdapat unsur

pemaksaan, maka akad sewa menyewa (jjarah) ini tidak sah.?’

2) Ma’qud Alaih (barang yang digunakan sebagai objek)
bermanfaat dengan jelas
a) Penjelasan manfaat
Objek ijarah yang akan disewakan harus jelas

kemanfaatannya dan dapat digunakan oleh penyewa sesuai

20 Helmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.



kegunaan barang atau jasa tersebut.?! Objek ijarah harus
bisa diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung serta
objek ijarah yang disewakan tidak boleh cacat. Oleh karena
itu, ulama fikih telah sepakat bahwasanya tidak boleh
menyewakan barang atau jasa yang tidak bisa diserahkan
serta dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
b) Penjelasan waktu

Menurut jumhur ulama’ tidak ada batas waktu
maksimal atau minimal, selagi barang tersebut masih ada
dan bisa digunakan maka diperbolehkan untuk
dipergunakan sebab tidak ada dalil yang mengharuskan
adanya batasan waktu. Namun, menurut ulama Syafi’iyah
mensyaratkan adanya waktu agar tidak menyebabkan
ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

¢) Sewa bulanan

Menurut jumhur ulama’ sewa bulanan pada akad
ijarah dinilai sah ketika digunakan pada bulan pertama dan
untuk bulan selanjutnya bergantung pada penggunaannya.
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, sewa bulanan sah
ketika mengucapkan “saya sewa selama satu bulan”. Jika

kalimat tersebut dibarengi dengan nominal seperti ‘“saya

21 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan
Implementasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 73.



menyewakan rumah ini setiap bulannya Rp. 50.000,00”
maka pernyataan ini memerlukan adanya akad baru.
d) Penjelasan jenis pekerjaan

Orang yang akan menggunakan jasa sewa pekerjaan
(muajjir) harus mengetahui tentang jenis pekerjaan apa
yang akan ia gunakan supaya tidak terjadi kesalahan.

e) Penjelasan waktu kerja

Untuk penggunaan jasa sewa, waktunya harus

disesuaikan dengan kesepakatan didalam akad.
f) Kemanfaatan benda diperbolehkan oleh syara’

Kegunaan objek yang disewakan adalah semua
barang atau jasa diperbolehkan oleh agama serta tidak
melanggar syariat. Sewa menyewa barang atau jasa yang
kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama
hukumnya tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan.??

3)  Ujrah(upah)

Upah atau wujrah tidak dapat dipisahkan dengan sewa
menyewa (7jarah), karena ujrah merupakan bagian dari ijarah
sebagai bentuk pemberian imbalan atas barang atau jasa yang

telah dimanfaatkan. Upah atau wujrah dalam akad 7jarah harus

22 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 54.



jelas dan upah tersebut bernilai harta yang sesuai dengan

syariat Islam.?

4)  Nafs al-agad (zat akad)
a) Tidak menyewakan pekerjaan yang sudah diwajibkan
kepadanya
Seorang  istri  tidak  diperbolehkan  untuk
menyewakan dirinya kepada si suami karena hal tersebut
merupakan kewajiban sang istri.

b) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Ulama Syafi’iyah telah menyepakati bahwasanya
orang yang telah disewa dilarang untuk mengambil
kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan juga hasil
pekerjaannya. Hal ini diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa
Rasulullah SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan

gandum.

c) Manfaat ma’qud alaih harus sesuai dengan keadaan umum

Seorang yang mempunyai pohon tidak boleh
menyewakan pohonnya untuk digunakan sebagai tempat
jemuran, karena hal tersebut tidak sesuai dengan manfaat

pohon pada umumnya.

B Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 118



Syarat kelaziman

Ma’qud alaih (barang yang disewakan) tidak boleh cacat,
apabila ditemukan kecacatan si penyewa mempunyai hak untuk
melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Hal ini lazim, ketika
ada barang yang tidak sesuai dengan permintaan si penyewa. Jika si
penyewa ingin tetap melajutkannya maka ia mempunyai untuk minta

diganti dengan barang yang bagus dan tidak ada cacat.

5. Macam-macam fjarah

Pada umumnya macam-macam fjarah terdiri dari:**

ljarah ‘Ayyam adalah pemberian imbalan karena mengambil
manfaat dari suatu benda. Seperti: rumah, pakaian, dalan lain-lain.
ljarah ‘Amal adalah pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau
keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti: dokter, pelayan dan
penjahit.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang dilakukan maka macam-

macam jjarah bisa dibagi menjadi:>

a.

Ajiir Khas adalah pihak yang melakukan pekerjaan dan sifat
pekerjaannya ditentukan oleh hal yang khusus dan waktu yang
tertentu. Ajiir khas tidak diperbolehkan untuk bekerja pada orang

lain dalam waktu tertentu selama masih terikat dengan

24 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 426.

% Tbid, 427.



pekerjaannya.’ Tanggung jawab yang disewa (ajiir) yaitu bekerja
sendiri dan menerima upah untuk dirinya sendiri. Apabila ada
kerusakan ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

Ajiir Musytarak adalah pihak yang melakukan pekerjaan yang sifat
pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan)
tertentu yang bersifat khusus.?’” Tanggung jawab untuk ajir seperti
halnya pekerja pabrik.Jika terjadi kerusakan bukan tanggung jawab
ajir kecuali kerusakan tersebut disebabkan karena adanya

permusuhan dan dikarenakan oleh dirinya sendiri.

6. Berakhirnya Jjarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (ijarah) merupakan

perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam

perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak

fasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu

pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian ini

tidak akan batal, asal yang menjadi objek perjanjian masih ada. Sebab,

dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya

digantikan oleh ahli waris.?

% Saiful Jazil, Figih Muamalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 132.

27 1bid, 132.

%8 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019), 123.



Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan

perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya 7jarah sebagai berikut:

o

Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu pada barang yang menjadi
objek Jjarah ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa.
Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri.

Rusaknya barang yang disewakan, barang yang menjadi objek ijarah
mengalami  kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan.?

Rusaknya barang yang diupahkan, barang yang menjadi sebab
terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan
rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya
perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.
Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, tujuan perjanjian sewa
menyewa (7jarah) telah tercapai atau masa perjanjiannya telah
berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.’’

Adanya uzur, adanya suatu halangan sehingga perjanjian sewa
menyewa (fjarah) tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana

mestinya.

29 Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Figih Muamalah Ekonomi Syariah (Malang: UB Press,

2019), 70.

30 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama
(Jakarta: Kencana, 2016), 90.



B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 98/DSN-MUI/XI1/2015

1.

Penerbitan Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

Di zaman yang semakin maju kebutuhan masyarakat semakin
banyak. Salah satunya adalah kesehatan. Setiap orang menginginkan
kesehatan yang baik sehingga saat sakit masyarakat menginginkan
pengobatan yang terbaik. Pengobatan saat sakit salah satunya bisa
melewati BPJS. BPJS dianggap penting bagi sebagian orang karena
dengan BPJS, masyarakat mendapatkan bantuan dalam biaya

pengobatan.

Untuk mempraktikkan sistem syariah di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. MUI mengkaji terlebih dahulu
masalah hukum yang berada di dalam BPJS, yang mana kemudian
masalah tersebut diberikan kepada komisi fatwa. Fatwa sendiri
merupakan cara alternatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban

dari masalah BPJS, baik untuk masyarakat ataupun pemerintah.>!

Untuk menerapkan sistem syariah pada BPJS kesehatan sangat
mudah dibandingkan dengan menerapkan sistem syariah di diperbankan.
Sebagian sistem operasional BPJS telah sesuai dengan prinsip syariah

karena BPJS sudah melakukan pemisahan antara aset BPJS dengan aset

31 Nadirsyah Hosen, Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Madzhab yang
Cocok (Jakarta: Mizania, 2015), 94.



jaminan sosial yang mana aset ini merupakan dana milik peserta BPJS.3?

Asuransi syariah juga memberlakukan pemisahan aset tersebut.

Pada tahun 2015 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
se-Indonesia ke V berijtima’ agar penyelenggaraan jaminan sosial oleh
BPJS kesehatan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal akad
antara kedua belah pihak. Pada akhir tahun 2015 Dewan Syariah
Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa no 98/DSN-MUI/XI1/2015
tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah.
DSN MUI sudah melakukan pendampingan terhadap BPJS kesehatan

untuk mengubah akad agar sesuai syariah islam.

2. Alasan Penerbitan Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
a. Jaminan sosial kesehatan yang telah diselenggarakan oleh Negara
sudah  berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
bermanfaat bagi masyarakat.3
b. Masyarakat sangat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial
kesehatan yang sesuai dengan syariah agar pengelolaannya tidak

merugikan salah satu pihak.

32Dinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 157.

33Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanah Konstitusi (Jakarta: Kompas
Media Nusantara, 2011), 15.



c. Dengan mempertimbangkan huruf a dan b DSN MUI melihat bahwa
sangat perlu untuk dikeluarkannya fatwa tentang pedoman
penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah.

3. Dasar hukum fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

Dasar hukum fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015
terdapat di dalam Al-Qur’an, hadis nabi dan juga di dalam kaidah

fighiyah, yaitu:**

a. Al-Qur’an

1) Surah Al-Baqarah ayat 177

Jsaoouals, = Yusdisg it SO, A, baiyasda g s d

STyt SIS is e aladis sl de ML s
LUl L UL i a8 aagad b2 IEEITS S Calli
(1) &80 g b T,

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan
barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan
itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-
orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-
orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya;

dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.3

34 Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XI1/2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Syariah.

3Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil
Qur’an, 2007), 27.



2)

Ayat diatas mengandung penjelasan tentang kebaikan hakiki
yang mana ketika seseorang melakukan kebaikan, maka dirinya
akan merasa senang. Hal ini bisa dikaitkan dengan pemberian
jaminan sosial kesehatan kepada setiap orang yang

membutuhkan.

Surah Al-Mumtahanah ayat 8
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Artinya: “Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan
berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu
karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu kaliandari

negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat adil”.3¢

Ayat diatas menjelaskan tentang keharusan berbuat baik kepada

siapapun tanpa memandang ras atau golongan.

b. Hadis nabi

D

Hadis Nabi saw riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit
ra, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas ra, riwayat Malik dari
bapaknya Yahya al-Mazini rad an riwayat al-Hakim dan al-Dar

al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy ra:

e Ny 5o Y

3Tbid, 550.



Artinya: “Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain
dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang
ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang
merugikannya)”.?’

Hadits ini menjelaskan tentang sikap berhati- hati dan tidak

boleh merugikan orang lain.

2) Hadis Nabi saw riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah ra

dan Abu Sa’id al-Khudri ra:

o
£

et auali e sl s

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah

upahnya”.3®

Hadits ini menjelaskan bahwasanya upah yang akan diberikan

harus ada diawal kesepakatan.

c. Kaidah Fighiyah

)

\/; 2.9, |

C

Artinya: “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan” 3°

4. Isi Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

Ada beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh BPJS

yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:

37Ahmad Itham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 213.

381bid, 185.

¥Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: Grasindo,
2005), 67.



a. BPJS kesehatan wajib memberi kemudahan bagi seluruh peserta
BPJS di Indonesia supaya mendapatkan pelayanan yang baik sesuai
dengan hak mereka yang harus diterima.

b. BPJS kesehatan selaku wakil peserta kolektif harus memberikan
informasi yang jelas terhadap peserta individu terkait dengan
jumlah iuran dan manfaat layanan fasilitas kesehatan yang
ditanggung seperti halnya jenis layanan, tingkat layanan, tenaga
medis, penunjang analisis medis, obat-obatan, macam-macam
bentuk terapi, serta biaya-biaya layanan kesehatan yang lain.*°

c. BPJS kesehatan merupakan wakil peserta kolektif yang harus
bertanggungjawab untuk selalu mengupayakan besaran pembayaran
imbalan serta membayarkannya kepada fasilitas layanan kesehatan
dengan sistem yang adil dan transparan.

d. BPIJS kesehatan harus menjalankan kewajibannya terhadap fasilitas
kesehatan dengan baik sesuai perjanjian.*!

e. Fasilitas kesehatan harus memberikan layanan kesehatan terhadap
setiap peserta sesuai dengan dasar-dasar syariah beserta peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang isinya wajib menolong
pasien dan dilarang menolak ataupun mengabaikannya.

f. Fasilitas kesehatan atau rumah sakit harus memberikan imbalan jasa

yang berasal dari BPJS kesehatan terhadap para dokter dan para

“Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group,
2019), 220.
“bid.



tenaga medis lainnya sesuai dengan prinsip keadilan serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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BAB III
PRAKTIK PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM JEMURSARI
KOTA SURABAYA

A. Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada
sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949,
setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk
menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya
pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A.
Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu,
mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program
asuransi kesehatan semesta (universal health insurance) yang saat itu mulai
diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil
beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti,
klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan
tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga
bangsa ini.!

Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana

! Humas, “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia”, https://bpjs-kesehatan.go.id diakses
pada 20 September 2018.

42


https://bpjs-kesehatan.go.id/

Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan
bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya

Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah
status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi
BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan
kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan
anggota keluarganya.?

Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero)
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero)
mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.
Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk
melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
(PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan
sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa
yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum
tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga

saat itu, ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah

2 Tbid.



menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero).?

Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata
dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai
transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat
pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah
menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai
penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT
Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.*

Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di
tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh

jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.’

B. Visi Misi dan Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan
Visi BPJS Kesehatan adalah Terwujudnya jaminan kesehatan yang

berkualitas tanpa diskriminasi. Sedangkan Misi BPJS kesehatan adalah

sebagai berikut:®

3 Ibid.
4Ibid.
> Ibid.
® Humas, “Visi dan Misi”, https://bpjs-kesehatan.go.id diakses pada 3Januari 2019.
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1. Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat.
2. Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh
penduduk Indonesia.
3. Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.
Struktur Organisasi BPJS Kesehatan sebagaimana terlampir di

lampiran ke-2.”

C. Landasan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Landasan Hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:®
1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada
tata kelola yang baik antara lain :°
1. Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan
2. Board Manual BPJS Kesehatan

3. Kode Etik BPJS Kesehatan

D. Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

7 Humas, “Struktur Organisasi”, https://bpjs-kesehatan.go.id diakses pada 5 Oktober 2018.
& Humas, “Landasan Hukum”, https://bpjs-kesehatan.go.id diakses pada 9 September 2015.
% Ibid.
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Pelayanan kesehatan tingkat pertama

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan

kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi

pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh:!°

a.

b.

c.

f.

Puskesmas atau yang setara

Praktik Mandiri Dokter

Praktik Mandiri Dokter Gigi

Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan

tingkat pertama milik TNI/Polri

Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara

Faskes Penunjang: Apotik dan Laboratorium

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

a.

Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif

preventif):!!

1) Penyuluhan kesehatan perorangan;

2) Imunisasi rutin

3) Keluarga Berencana meliputi konseling dan pelayanan
kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama
dengan BKKBN

4) Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau

skrining kesehatan tertentu, yang diberikan untuk mendeteksi

risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi

1 Humas, “Manfaat”, https://bpjs-kesehatan.go.id diakses pada 26 Desember 2019.

1 Tbid.
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risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit
tertentu
5) Peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis
Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) mencakup:
1) adminitrasi pelayanan;
2) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
3) tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non
operatif;
4) pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
5) pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat
pratama
pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi
tingkat pertama.
Prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.
Peserta datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
tempat peserta terdaftar dan mengikuti prosedur pelayanan
kesehatan, menunjukkan kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS
Digital dengan status aktif dan/atau identitas lain yang diperlukan
(KTP, SIM, KK).
Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat
peserta terdaftar.
Apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili karena

tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan yang rutin, atau



dalam keadaan kedaruratan medis, peserta dapat mengakses
pelayanan RJTP pada FKTP lain yang di luar wilayah FKTP
terdaftar, paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu
maksimal 1 (satu) bulan di FKTP yang sama.

Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti
pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh
masing-masing FKTP.

Atas indikasi medis apabila peserta memerlukan pelayanan
kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan dirujuk Ke Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan sistem rujukan berjenjang

secara online.

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)!?

Pendaftaran dan administrasi;

Akomodasi rawat inap;

Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;

Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;

Pelayanan kebidanan, ibu, bayi dan balita meliputi:

1) persalinan pervaginam bukan risiko tinggi;

2) persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginan
bagi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus

Essensial Dasar);

2 Tbid.



3) pertolongan neonatal dengan komplikasi;
f. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan
Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap

tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang

a. Klinik utama atau yang setara.

b. Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta

d. Faskes Penunjang: Apotik, Optik dan Laboratorium.

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)'*

b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang
dilakukan di unit gawat darurat;
c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik;

d. tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai

e. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;

4.
diberikan oleh:!3
c. Rumah Sakit Khusus
5.
a. administrasi pelayanan;
dengan indikasi medis;
13 Tbid.
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f. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan (laboratorium, radiologi
dan penunjang diagnostik lainnya) sesuai dengan indikasi medis;
g. rehabilitasi medis; dan
h. pelayanan darah.
6. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)!"
a. perawatan inap non intensif; dan

b. perawatan inap intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU).

E. Gambaran Umum Obyek Penelitian Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo
Kota Surabaya
1. Letak Geografis Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
Kondisi Geografis Kelurahan Jemurwonosari adalah salah satu
kelurahan di kecamatan Wonocolo kota Surabaya. Surabaya sendiri
adalah ibukota Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan salah satu
kota pendidikan di Provinsi ini. Ribuan siswa dan mahasiswa dari
berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Oleh
karena itu Surabaya berkembang menjadi kota yang tidak saja padat
penduduk melainkan juga padat bangunan termasuk bangunan rumah-
rumah kost. Di antara area yang biasanya banyak berdiri bangunan
rumah kost adalah lingkungan kampus perguruan tinggi. Terdapat

sekitar 70 perguruan tinggi di Surabaya yang tersebar di 5 wilayah,

> Tbid.



yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya
Selatan, dan Surabaya Barat.!®

Perguruan tinggi pada umumnya dihuni oleh mahasiswa
pendatang yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi terdekat.
Lokasi kelurahan Jemurwonosari yang menjadi fokus penelitian ini
berdekatan dengan tiga kampus perguruan tinggi yang berada di
Kecamatan Wonocolo, Surabaya Selatan, yakni kampus Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), kampus Universitas
Bhayangkara (UBHARA), dan kampus Universitas Nahdlatul Ulama
Surabaya (UNUSA). Karena itu wajar bila ada sekitar 200 rumah yang
dibangun warga untuk dijadikan tempat kost mahasiswa. Bahkan di
samping rumah kost, di kelurahan Jemurwonosari ini berdiri pula lima
pondok pesantren mahasiswa (Darul Arqgam, An-Nuriyah, Al- Jihad, An-
Nur, dan Al-Husna) yang berfungsi pula sebagai tempat tinggal
sementara dengan fasilitas dan tarif tertentu untuk mahasiswa selama
menempuh studi di Perguruan Tinggi. Dari hasil observasi diketahui
bahwa mayoritas penghuni rumah kost di kelurahan Jemurwonosari
adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
(UINSA).Kelurahan Jemuwonosari dipimpin oleh lurah perempuan yang
bernama Nurul Muzayyanah S.Pi, M.M. Kantor kelurahannya terletak di
Jalan Jemursari VIII, No. 49 Surabaya. Kelurahan ini secara

administratif dibagi menjadi 10 lingkungan RW (Rukun Warga) dan 63

16 Catra Aji Wijaya, “Profil Kependudukan Kecamatan Wonocolo”, www.Academia.edu, diakses
pada tanggal 26 November 2015, 8.
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lingkungan RT (Rukun Tetangga). Dalam hal batas wilayah, di sisi utara
kelurahan Jemurwonosari ini berbatasan dengan kelurahan Margorejo
kecamatan Wonocolo, di sisi selatan berbatasan dengan kelurahan
Siwalankerto kecamatan Wonocolo, di sisi barat berbatasan dengan
kelurahan Ketintang kecamatan Gayungan dan di sisi timur berbatasan
dengan kelurahan Kendangsari kecamatan Tenggilis Mejoyo.!”

Keadaan penduduk

Dalam data monografi kependudukan di kelurahan Jemurwonosari tahun
2015, jumlah penduduk musiman terdapat sebanyak 513 orang yang
terdiri dari 294 orang laki laki dan 219 orang perempuan. Dari sekian
banyak jumlah penduduk musiman yang tercatat, bahwa jumlah

mahasiswa yang tinggal di kost tidak masuk dalam data monografi
penduduk.'®

Keadaan Sosial Agama

Monografi Kelurahan Jemurwonosari tahun 2019 Kondisi Sosial
Keagamaan Masyarakat Setiap manusia memiliki hak masing masing
untuk memilih agama yang akan dijadikan pedoman hidup. Di
masyarakat kelurahan Jemurwonosari terdapat 5 (lima) agama yang
dimiliki dan dipercaya oleh para penganut masing masing,yakni Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Namun, mayoritas penduduk

kelurahan Jemurwonosari memeluk agama Islam.Adapun sarana

7 1bid., 9.

8 1bid., 10.



keagamaan yang terdapat di kelurahan Jemurwonosari ini hanya ada
untuk dua pemeluk agama saja yakni Islam dan Kristen. Sarana
keagamaan untuk pemeluk agama Islam berupa Masjid sebanyak 9
(Sembilan) unit dan Mushalla sebanyak 26 (dua puluh enam) unit.
Sedangkan sarana untuk pemeluk agama Kristen berupa 2 (dua) buah
Gereja.Sarana keagamaan ini umumnya digunakan sebagai sarana
peribadatan.!®
4. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Terdapat beberapa jenis mata
pencaharian masyarakat yang tercatat dalam data monografi kelurahan
Jemurwonosari. Jenis Jenis Pekerjaan adalah:?°
a. Pegawai Negeri Sipil 426 Orang
b. TNI 329 Orang
c. POLRI 142 Orang
d. Swasta Orang
e. Wiraswasta Orang
f.  Dagang 931 Orang
g. Belum Bekerja 250 Orang

h. Pensiun/punawirawan 443 Orang

F. Gambaran Umum Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya

¥ Tbid., 11.
2 1bid., 12.



Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya merupakan salah satu
unit usaha di bawah Yayasan Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya yang
dibangun pada tahun 1992 dan mengawali operasionalnya pada tanggal 25
Mei 2002 yang ditandai dengan soff opening. Rumah Sakit Islam Jemursari
Kota Surabaya juga merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya A. Yani. Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya
menempati lahan seluas 4,6 Ha, berlokasi di Jalan Jemursari No. 51 — 57

Surabaya. 2!

Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya terletak di Jalan
Jemursari No. 51 - 57 Surabaya yang merupakan salah satu jalan protokol
Kota Surabaya. Akses ke rumah sakit ini membutuhkan waktu 15 menit
dari Bandara Internasional Juanda atau dari Terminal Bungurasih maupun
dari gerbang tol Waru. Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya
dikelilingi oleh taman seluas33.042 m?, karena konsep pembangunan rumah
sakit tersebut adalah sebagai garden hospital.

Pada tahun 2006 Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya
mulai dipercaya oleh masyarakat, sehingga perlu penambahan tempat tidur
menjadi 202 tempat tidur sesuai rumah sakit tipe B. Pada Maret 2007
dibuka Ruang Kemuning dan pada tahun 2011 dibuka Ruang Dahlia untuk
menambah rawat inap Kelas II & III. Pembukaan ruang perawatan ini

untuk memenuhi kebutuhan rawat inap bagi keluarga menengah kebawah

21 Ayu Zuhroida, “Pendekatan Model RBV (Resources Based View) untuk Mengevaluasi Strategi
Bersaing pada Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2013), 50.



dan instansi lain yang membutuhkan fasilitas kelas II & III, dan kerjasama
dengan Jamsostek dan Askes. Dengan dibukanya Ruang Kemuning dan
Ruang Dahlia kapasitas tempat tidur Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya meningkat dari 108 TT menjadi 136 TT.??

Perkembangan pelayanan Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya mulai tahun 2007 telah dapat melayani pasien stroke secara
terpadu dengan dibukanya Stroke Center. Alhamdulillah, pada tahun 2009
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya telah mempunyai Depo
Farmasi di UGD, sehingga dapat melayani pembelian obat dari pasien
UGD secara maksimal dan memberikan pelayanan UDD (Unit Dose
Dispensing) untuk pasien rawat inap. Pada akhir tahun 2011, Rumah Sakit
Islam Jemursari Kota Surabaya mendapatkan pengakuan menjadi rumah
sakit tipe B oleh Kementerian Kesehatan RI. Pada akhir tahun 2011,
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya lulus Akreditasi 16 pelayanan
dan tahun 2012 menambah kapasitas tempat tidur dengan membuka Ruang
Rawat Inap baru (Ruang Azzara) sehingga kapasitas tempat tidur menjadi
172 buah.

Pada bulan April 2013, Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya mempersiapkan pembukaan ruang perawatan baru untuk kelas I1I
dalam upaya pemenuhan jumlah tempat tidur RS tipe B menjadi 202
tempat tidur. Adanya ruang perawatan baru ini diharapkan dapat

menambah kepercayaan masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit Islam

2 1bid., 51.



Jemursari Kota Surabaya. Pencapaian yang telah di raih ini merupakan
bukti kerja keras kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada
pelanggan, khususnya pasien tidak mampu dengan pelaksanaan pelayanan
Jamkesmas mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Pada umumnya program jaminan kesehatan masyarakat di Rumah
Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya merupakan jaminan perlindungan
untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) yang
mencakup pelayanan promotif, preventif, serta kuratif, dan rehabilitatif
yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/ peserta yang iuarannya
dibayar oleh pemerintah. Sebenarnya tujuan dari program BPJS ini adalah
untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh
masyarakat miskin dan tidak mampu agar dapat mencapai derajat
kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Dengan tujuan dan
fungsi BPJS di atas masyarakat bisa mengetahui tentang BPJS tersebut dan
mengetahui beberapa tingkatan atau fasilitas yang diberikan Rumah Sakit
Islam Jemursari Kota Surabaya karena BPJS merupakan program baru dari
pemerintah dan kurangnya sosialisai pemerintah kepada masyarakat yang
perngetahuannya masih minim.

Dalam perkembangan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) faktor penghambat lainnya muncul beberapa permasalahan
yang dikeluhkan oleh pasien terkait dimana masyarakat tingkat bawah
kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan antara lain: tentang mutu

pelayanan BPJS sendiri dimana sebenarnya masyarakat kurang mengetahui



tentang perbedaan tingkat ruangan, serta fasilitas yang diberikan rumah

sakit.??

G. Motto,Visi, Misi, Fasilitas dan Pelayanan Rumah Sakit Islam Jemursari

Kota Surabaya

Motto yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jemursari Kota Surabaya
adalah “Kami Selalu Melayani dengan Salam, Senyum, Ramah, dan Ikhlas”.

Sedangkan Visi dan Misi yang dimiliki antara lain, Visi Rumah Sakit Islam

Jemursari Kota Surabaya adalah menjadi rumah sakit Islam terkemuka dan

terpercaya dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian. Sedangkan Misinya

adalah:?*

1. Mengembangkan manajemen rumah sakit Islam, untuk mendukung
pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas, profesional dan
bersinergi.

2. Meningkatkan kinerja, kompetensi dan kesejahteraan karyawan secara
berkelanjutan.

3. Menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung
peningkatan mutu berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kepuasan pemangku

kepentingan (Stake Holder).

Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya merupakan salah satu

B bid., 52.
2 Dokter Fitria, Wawancara, Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, 1 Maret 2020.



dari 3 instansi yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya
(YARSIS) dan dibangun diatas lahan seluas 4,6 Ha. Rumah Sakit Islam
Jemursari Kota Surabaya juga merupakan pengembangan dari Rumah Sakit
Islam A. Yani Surabaya (Wonokromo). Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya resmi dibuka pada tanggal 25 Mei 2002. Berdasarkan Surat
Penetapan Kelas nomor HK.03.05/1/776212010 pada tanggal 27 Desember
2010 oleh Kementrian Kesehatan RI, Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya berstatus Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan. Rumah Sakit
Islam Jemursari Kota Surabaya terdiri dari 2 lantai dalam satu gedung.
Saat ini Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya memiliki 27
poliklinik yang terdiri dari poliklinik umum dan beberapa poliklinik
spesialis. Jumlah tempat tidur yang tersedia saat ini adalah 206 buah.?’
Fasilitas maupun pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam
Jemursari Kota Surabaya antara lain: IGD 24 Jam, Instalasi Rawat Jalan,
yang meliputi poliklinik umum, poliklinik ibu dan anak, poliklinik gigi,
poliklinik gigi spesialis (spesialis bedah mulut, spesialis orthodonsi,
spesialis kesehatan gigi anak, spesialis konservasi / endodonsi), spesialis
bedah umum, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis obstetri
dan ginekologi, spesialis mata, spesialis THT, spesialis saraf, spesialis
jantung dan pembuluh darah, spesialis kulit dan kelamin, spesialis
kesehatan jiwa, spesialis paru, spesialis bedah orthopedi, spesialis bedah

saraf, spesialis bedah plastik, spesialis bedah anak, spesialis bedah thorax

% Tbid.



vaskuler, spesialis bedah kepala leher, spesialis rehabilitasi medik, spesialis
urologi, spesialis radiologi, spesialis patologi klinik.%¢

Instalasi Laboratorium 24 jam, Instalasi Radiologi 24 jam: Foto
Rontgen, CT-Scan, USG, Mammografi, Fasilitas penunjang lainnya: EKG,
Treadmill, Echocardiography, Instalasi Rehabilitasi Medik: Nebulizer,
terapi wicara, pijat bayi, senam hamil, senam osteoporosis, senam nafas
sehat. Sedangkan pelayanan kesehatan yang melayani 24 jam antara lain:
Instalasi farmasi 24 jam, Instalasi gizi, Bank darah, Instalasi Rawat Inap,
Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Perawatan Intensif (ICU/ICCU),
Hemodialisa, Stroke Center, Klinik Laktasi, Klinik Bebas Merokok, Bina

Rohani, BPJS Center.?’

H. Praktik Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya

Membahas tentang jaminan kesehatan di Indonesia saat ini memang

tak selalu diidentikkan dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS saat

ini memang sedang marak dibahas dan dibicarakan oleh masyarakat.

Program penjamin kesehatan masyarakat yang berasal dari pemerintah ini

memang dinilai memberikan alternatif atau solusi lain untuk masyarakat

dari asuransi kesehatan. Berangkat dari maraknya jaminan kesehatan

tersebut peneliti mendapatkan informasi dari salah satu dokter di Rumah

%6 Tbid.
7 Tbid.


https://www.cermati.com/artikel/jkn-apa-bedanya-dengan-bpjs-kesehatan
https://www.cermati.com/asuransi-kesehatan

Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya bahwa setiap rumah sakit diberikan
mandat agar pasien di tawarkan menggunakan BPJS, karena setiap rumah
sakit mempunyai kerjasama dengan BPJS. Bentuk dari mandat tersebut
adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh
rumah sakit dan BPJS. Perjanjian tersebut biasanya dilakukan langsung di
setiap rumah sakit yang bersangkutan. Dokter juga menjelaskan bahwa
kesepakatan yang terjadi antara pihak rumah sakit dan BPJS tidak sesuai di
karenakan pendapatan BPJS lebih murah dibandingkan dengan pendapatan
mandiri. Menurut informasi pendapatan yang diperoleh setiap bulannya
adalah tergantung banyaknya pasien di wilayah kerja, satu pasien kurang
lebih pendapatannya Rp.6000 — Rp.7.000.23

Dalam melayani pasien yang menggunakan BPJS terdapat kelebihan
dan kekurangannya, menurut penuturan dari salah satu dokter tersebut
bahwa kelebihan dalam menggunakan BPJS adalah semua pasien dilayani,
baik yang PBI ataupun yang mandiri semuanya bersifat gratis. Selain
kelebihan terdapat juga kekurangan dalam melayani pasien BPJS yaitu jika
dilihat dari pasien yang berobat, dokter menyimpulkan bahwa lebih banyak
pasien yang menggunakan BPJS daripada yang tidak menggunakan. Jumlah
antrian yang sangat banyak dalam berobat sehingga terkadang kuota sampai
habis sehingga mengharuskan pasien untuk kembali ke rumah sakit pada hari
besoknya. Menurut dokter yang menjadi sumber informasi peneliti bahwa

tidak ada ketentuan orang yang berhak berobat dengan menggunakan BPJS

8 Askes, Pedoman Pelayanan BPJS per 1 Januari 2014 (Surabaya: PT. ASKES, 2014), 5.



karena semua orang berhak untuk ikut serta dalam penggunaan BPJS yang
penting dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Dalam pengajuan BPJS tidak
ada prosedur tentang siapa yang berhak mengajukan BPJS, tidak ada
prosedur yang mengharuskan golongan mampu atau tidak mampu, semua
masyarakat bisa mengajukan BPJS sesuai dengan keinginan masing-masing.
Namun ada kriteria di pembagian kelas yaitu terdapat kelas 1, 2, dan 3.
Untuk penggunaan BPJS yang bersifat gratis sepenuhnya adalah di kelas ke-
3, hal tersebut juga bervariasi dalam biayanya.?’

BPJS ini bisa digunakan untuk semua wilayah namun harus dengan
rujukan BPJS dari jenjang bawah yaitu puskemas, selanjutnya puskemas
merujuk ke rumah sakit tipe D dan itu berlangsung seterusnya. Sistem kerja
dalam menangani BPJS menurut dokter yang menjadi sumber peneliti adalah
terdapat dokter yang khusus untuk hal tersebut yang sudah didaftarkan oleh
setiap rumah sakit.*°

Selain peneliti mendapatkan informasi dari salah satu dokter di
rumah sakit islam jemursari, peneliti juga menggalih informasi dari 2 pasien
yang peneliti temui disana. Pasien pertama menjelaskan bahwa ia bergabung
di BPJS semenjak anaknya dirawat di rumah sakit cukup lama sehingga
untuk pelayanan umum biayanya sangat besar dan pasien tersebut
memutuskan untuk bergabung di BPJS. Pasien pertama ini termasuk berada
di golongan Non PBI dan masuk di kriteria golongan ke 3, menurut

penuturan pasien ada beberapa perbedaan dari segi pelayanan yang diberikan

2 Dokter Melati, Wawancara, Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, 1 Maret 2020.
30 Askes, Pedoman Pelayanan..., 18.



setiap golongannya yaitu, dalam segi pembayaran setiap bulannya,
pelayanan di rumah sakit, obat dan tidak bisa memilih dokter yang
diinginkan. Tidak hanya itu, pasien juga mengatakan bahwa pelayanan BPJS
untuk tenaga medis di rumah sakit islam jemursari kurang memuaskan.
Terdapat kelebihan dan kekurangan yang pasien jelaskan kepada peneliti,
kelebihannya yaitu pasien seperti mempunyai tabungan yang bisa digunakan
ketika dalam keadaan darurat, sedang kekurangannya adalah rumah sakit
sering membedakan pelayanan antara pasien yang BPJS dengan pasien yang
umum.>!

“iya mbak untuk pelayanannya kurang baik karena kami di tuntut
untuk antri, seolah-olah sudah tidak ada tenaga medis yang
membantu pelayanan BPJS ini, jadi kalau antrinya panjang kasihan
yang sakit juga terlalu lama dalam penanganannya, seharusnya tenaga
medisnya di tambah, bahkan terkadang karena saking antrinya
pengarahannya kurang jelas, jadi kami sebagai orang yang
mendampingi pasien juga kebingungan terkadang’*?

Pasien kedua menggunakan BPJS semenjak pasien tersebut mengerti
tentang kegunaan BPJS, pasien kedua ini juga sama dengan pasien pertama
yang masuk menggunakan BPJS golongan Non PBI dan termasuk di kriteria
golongan ketiga. Menurut pasien ada perbedaan pelayanan disetiap golongan
yaitu, dari segi fasilitas dan obatnya. dari penuturan pasien, pelayanan
dirumah sakit islam jemursari ini sudah cukup baik, namun terkadang obat
disuruh untuk membeli sendiri sehingga harus keluar karena dirumah sakit

tidak ada. Pasien kedua ini juga menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan

kekurangan dalam penggunaan BPJS. Kelebihannya adalah pasien tidak

31 Rupini, Wawancara, Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, 3 Maret 2020.
32 Ibid.



mempunyai beban biaya pada saat sakit, dan kekurangannya adalah antri
karena banyak pasien yang menggunakan BPJS.33

“saya pernah waktu berobat kesini stok obat sedang habis, dan saya

di sarankan disuruh beli di apotik di luar rumah sakit, sedangkan saya

baru kenal surabaya masih beberapa bulan, itu yang membuat

bingung dulu, tapi sekarang sudah membaik tidak seperti dulu
pelayanannya, tapi terkadang kurangnya tenaga medis bagian
melayani pelayanan BPJS, biar juga nyaman kepada pasien”*

Peneliti juga menggalih informasi dari kedua pasien tentang cara
registrasi pendaftaran BPJS. Dari informasi yang peneliti dapatkan, bahwa
menurut pasien tidak ada biaya pendaftaran BPJS, namun persyaratannya
menurut mereka terlalu ribet. Mengenai registrasi bisa dilakukan secara
online atau bisa datang langsung kerumah sakit. Tidak ada biaya tambahan
dalam melakukan registrasi sehingga jika wuang iuran tersebut tidak
digunakan dengan baik pastinya pasien akan melakukan protes ke rumah
sakit karena mereka bekerja untuk iuran BPJS namun masih digunakan yang
tidak semestinya. Menurut pasien ada perbedaan biaya pasien yang
menggunakan BPJS dan tidak, tentunya lebih mahal yang umum daripada
yang menggunakan BPJS karena pasien yang umum baiayanya dikeluarkan
secara langsung.

Hampir seluruh masyarakat berobat menggunakan BPJS dengan
harapan mendapat pelayanan yang layak dengan harga yang terjangkau.

Namun kenyataannya masyarakat justru mendapat pelayanan yang kurang

baik sehingga menimbulkan beberapa keluhan. Bahkan penjelasan Fatwa

33 Sri, Wawancara, Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, 3 Maret 2020.
34 Tbid.



MUI tentang pelayanan BPJS harus memberikan pelayanan terbaik pada

semua lapisan masyarakat.
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BAB IV

ANALISIS PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.
98/DSN-MUI/X11/2015 DI RUMAH SAKIT ISLAM JEMURSARI KOTA

SURABAYA

A. Praktik Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan
pelayanan BPJS di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya peneliti
mendapatkan informasi dari beberapa pasien yang sedang berobat di Rumah
Sakit tersebut, bahwa kelebihan dalam pelayanan BPJS hanya berada pada
biaya yang di tanggung, karena setiap pasien yang menggunakan kartu BPJS
mendapatkan nominal biaya yang berbeda dengan yang tidak menggunakan
kartu BPJS. Akan tetapi kekurangan dalam pelayanan pasien BPJS terletak
pada sistem kerja dan registrasinya. Diantara beberapa keluhannya yaitu:

1. Rumah sakit sering membedakan pelayanan antara pasien yang BPJS
dengan pasien yang umum.

2. Antrian yang sangat panjang sehingga terkadang kuota sampai habis
sehingga mengharuskan pasien untuk kembali ke rumah sakit pada hari
besoknya.

3. Setiap bulannya ada beberapa perbedaan pembayaran

4. Dokter ditentukan rumah sakit dan tidak bisa memilih

5. Obat terkadang dianjurkan untuk membeli sendiri di Apotek luar rumah

sakit
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6. Syarat untuk menjadi anggota BPJS sangat rumit

Dari banyaknya keluhan yang dialami oleh masyarakat setempat
bahwa pelayanan BPJS di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya
belum berjalan dengan baik, karena praktiknya menimbulkan beberapa
persepsi dari masyarakat, ada yang menyalahkan rumah sakit, ada yang
menyalahkan dokter, dan juga ada yang menyalahkan program BPJS itu
sendiri.

Dalam praktiknya keterkaitan antara BPJS dengan Rumah Sakit yaitu
mengatur sistem jaminan sosial serta memberikan pembayaran CBG.*
Sedangkan Rumah Sakit dengan dokter yaitu menjalankan sistem jaminan
sosial. Dan Kkaitan dokter dengan pasien yaitu melayani pasien yang
membutuhkan.? Maka dari itu perlu kiranya dengan adanya penelitian ini
pembaca dapat mengerti bahwa semua hanya kurang adanya manajemen yang

baik.

B. Analisis Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan

Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/X11/2015 Di Rumah

Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya

1. Analisis Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya dalam perspektif Hukum
Islam

Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya dalam perspektif Hukum Islam merupakan salah satu bantuan

'Amirul Mustofa, dkk, Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Surabaya: Jakald Media
Publishing, 2020), 129.
2 Ibid.



yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat, dari beberapa
keluhan yang dialami oleh masyarakat sekitar, salah satunya yaitu
berkaitan dengan tenaga medis yang bertugas dan dokter yang
menangani pasien BPJS, bahwa pihak rumah sakit dalam melakukan
kontrak kerja dan aturan dalam pelayanan terhadap masyarakat secara
hukum Islam dapat dikategorikan dalam akad jjarah. Karena pengertian
jjarah adalah bentuk pertukaran yang objektif berupa manfaat dengan
waktu tertentu dan juga imbalan tertentu. Oleh sebab itu objeknya
berupa benda adalah sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa
manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Sedangkan dalam penelitian
ini fjarah yang dimaksud adalah jjarah yang berupa manfaat, dalam
artian bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap
masyarakat melalui kartu anggota BPJS dimana hal ini salah satu
program dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu
dalam biaya pengobatan.

Hal yang wajib dalam melakukan sebuh akad atau transaksi jual
beli adalah rukun dan syaratnya. Seperti halnya sebuah akad ijarah dapat
dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya.
Tanpa adanya rukun dan syarat sebuah akad tersebut bisa dikatakan
tidak sah. Oleh sebab itu dalam permasalahan ini atau jenis kontrak
kerja dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat 7jarah.



Rukun 7jarah yang pertama ialah para pihak yang melakukan
akad dapat disebut mu’jir dan musta’jir. Arti kata mu’ajir adalah orang
yang menerima upah atas jasa atau pekerjaan yang diberikan dalam hal
ini kontrak kerja pihak rumah sakit dengan para dokter atau tenaga
medis. Sedangkan musta’jir adalah pihak yang memberi upah atau
penyewa jasa, dalam hal ini pihak rumah sakit dan pihak BPJS selaku
pihak yang menjalankan sebuah program bantuan. Maka dari itu dalam
permasalahan ini rukun yang pertama sudah terpenuhi dan dinyatakan
sah.

Sedangkan rukun jjarah yang kedua adalah 7jab dan gabul yang
berarti bahwa ungkapan dari pihak yang menyewa atau menaruh upah
dan pihak yang memberi upah sebagai persetujuan terhadap akad
tersebut. Dalam permasalahan ini bahwa seorang dokter dan para tenaga
medis bersedia dan sepakat bahwa dirinya siap untuk melayani
masyarakat dalam permasalahan kesehatan. Dalam hal ini juga sudah
termasuk kedalam rukun Fjarah.

Kemudian rukun yang ketiga, memberi manfaat, baik manfaat
dari suatu barang yang disewa atau jasa dari orang yang berkenan
bekerja. Dalam hal ini menyinggung sebuah manfaat bahwa dengan
adanya dokter masyarakat dapat terbantu dalam masalah kesehatan..

Dan rukun fjarah yang terakhir adalah upah atau yjrah merupakan
balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Dalam hal ini

menimbulkan banyak kontroversi dari kalangan masyarakat, bahwa upah



yang didapat oleh seorang dokter juga tidak seberapa ketika salah satu
masyarakat menggunakan kartu BPJS, jadi pelayanan dokter yang
kurang memuaskan bisa jadi karena upah atau imbalan yang diberikan
oleh pemerintah yang menangani kartu BPJS dirasa kurang atau tidak
cukup untuk menjadikan sebuah pelayanan yang memuaskan. Oleh
sebab itu persepsi masyarakat terkadang keliru, bahwa apa yang
diberikan dokter terhadap masyarakat terutama dalam hal pelayanan
disebabkan upah dari pemerintah yang menangani BPJS tidak cukup
untuk memfasilitasi pelayanan yang baik. Hal ini yang menimbulkan
kesalahpahaman. Dan juga perlu adanya bantuan masyarakat untuk
mensukseskan program BPJS, artinya bahwa kebanyakan masyarakat
pengguna kartu BPJS hanya sekedar dimanfaatkan demi kepentingan
sepihak, sesuai dengan kronologi permasalahan di bab tiga bahwa
masyarakat menggunakan atau mengurus dan memproses kartu BPJS
ketika sedang mengalami sakit dan tidak mampu untuk membayarnya,
akan tetapi setelah sembuh program BPJS yang setiap bulannya
menabung dan mengumpulkan iuran kesehatan tersebut tidak di
jalankan, padahal hal tersebut juga demi kepentingan sendiri ketika
suatu saat mengalami sakit. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dari
semua pihak untuk program BPJS agar kedepannya lebih baik.

Dengan pemaparan permasalahan diatas, jasa pelayanan BPJS di
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya tidak memenuhi salah satu

rukun Jjjarah yakni wyjrah yang diperoleh oleh dokter, sehingga dokter



merasa dirugikan. Tentunya hal tersebut tidak menerapkan unsur
keadilan antara satu orang dengan yang lainnya. Hal tersebut
menyebabkan akad 7jarah ini menjadi fasakh.

Dengan adanya beberapa persepsi dari masyarakat tentang
pelayanan pengobatan anggota BPJS, perlu diadakannya beberapa
pelatihan atau soasialisasi beberapa petunjuk atau tata jalur keuangan
yang benar, agar dari masyarakat tidak sepenuhnya menyalahkan salah
satu pihak dalam masalah kartu BPJS ini. Sehingga dengan masyarakat
tau bagaimana jalur yang baik dan benar dapat menghindarkan
perselisihan antara beberapa pihak yang melakukan transaksi.

Seperti yang telah dipaparkan di atas dengan adanya sosialisasi
atau panduan pelayanan anggota BPJS menyebabkan rasa kesukarelaan
timbul dalam diri setiap masyarakat. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang
dirugikan baik itu dari dokter ataupun dari masyarakat, karena sejatinya
semua masih mengedepankan egonya masing-masing oleh sebab itu
perlu adanya sosialisasi agar apa yang diterapkan dalam praktek di
lapangan tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan. Sesuai dengan
firman Allah Swt dalam surah a/-Nisaayat 29.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.



Apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah melarang
umatnya untuk melakukan perbuatan yang merugikan satu sama lain.
Oleh sebab itu sudah jelas bahwa ketika ada beberapa masyarakat yang
memiliki kartu BPJS dan memang merasa dirugikan atas pelayanan yang
di berikan oleh pihak rumah sakit maka perlu kiranya masyarakat
intropeksi terlebih dahulu sebelum menilai kebenarannya, karena
pelayanan yang kurang baik bisa jadi disebabkan karena dana yang di

berikan kurang.

Analisis Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di
Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya dalam perspektif Fatwa
DSN MUI No. 98/DSN-MUI/X11/2015

Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota

Surabaya Menurut Fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015
tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
dalam peraturan tersebut pelayanan BPJS terbagi menjadi enam bagian
dan dari keenam bagian ini akan dijelaskan mengenai fakta yang ada
dilapangan, diantaranya sebagai berikut:

a. BPIJS kesehatan wajib memberi kemudahan bagi seluruh peserta
BPJS di Indonesia supaya mendapatkan pelayanan yang baik sesuai
dengan hak mereka yang harus diterima. Sedangkan pada
kenyataannya pelayanan yang diberikan belum maksimal, terbukti
bahwa bagi masyarakat awam yang masih baru mengerti tentang

fungsi BPJS proses administrasinya rumit. Oleh sebab itu perlu



adanya sosialisasi di setiap desa agar prgram ini efektif dan berjalan
dengan apa yang di cita-citakan.

b. BPIJS kesehatan selaku wakil peserta kolektif harus memberikan
informasi yang jelas terhadap peserta individu terkait dengan
jumlah iuran dan manfaat layanan fasilitas kesehatan yang
ditanggung seperti halnya jenis layanan, tingkat layanan, tenaga
medis, penunjang analisis medis, obat-obatan, macam-macam
bentuk terapi, serta biaya-biaya layanan kesehatan yang lain.!
Melihat pemaparan peraturan tersebut fasilitas yang diberikan juga
belum sepenuhnya lengkap. Oleh sebab itu perlu kiranya evaluasi
evaluasi yang sering dilakukan oleh para jajaran yang mengurusi
BPJS.

c. BPJS kesehatan merupakan wakil peserta kolektif yang harus
bertanggung jawab untuk selalu mengupayakan besaran pembayaran
imbalan serta membayarkannya kepada fasilitas layanan kesehatan
dengan sistem yang adil dan transparan. Mungkin di peraturan yang
ini fasilitas dan layanan dengan sistem yang adil dan transparan
belum sepenuhnya di terapkan, karena masih banyak masyarakat
yang mengeluh atas kinerja para medis yang kurang nyaman. Jika
memang sudah transparan mungkin keluhan keluhan yang dilakukan

oleh masyarakat tidak terlalu banyak.

! Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group,
2019), 220.



d. BPJS kesehatan harus menjalankan kewajibannya terhadap fasilitas
kesehatan dengan baik sesuai perjanjian.? Dari peraturan yang ini
jika di selaraskan dengan apa yang ada di lapangan bahwa fasilitas
yang di janjikan belum sepenuhnya maksimal.

e. Fasilitas kesehatan harus memberikan layanan kesehatan terhadap
setiap peserta sesuai dengan dasar-dasar syariah beserta peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang isinya wajib menolong
pasien dan dilarang menolak ataupun mengabaikannya. Sesuai
dengan peraturan ini bahwa fasilitas yang diberikan sampai saat ini
masih berpegang teguh pada dasar-dasar syariah.

f. Fasilitas kesehatan atau rumah sakit harus memberikan imbalan jasa
yang berasal dari BPJS kesehatan terhadap para dokter dan para
tenaga medis lainnya sesuai dengan prinsip keadilan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Melihat peraturan ini bahwa
imbalan yang di berikan Rumah sakit terhadap para dokter dan
tenaga medis dalam menangani pasien BPJS kesehatan tersebut
sudah berjalan dengan baik, akan tetapi kurangnya kesadaran pasien
dalam menabung di kartu BPJS menyebabkan imbalan yang
diberikan kepada dokter dan tenaga medis terkadang terhambat.

Dari enam peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
program BPJS kesehatan yang diberikan kepada masyarakat belum

sepenuhnya berjalan dengan apa yang diatur, dikarenakan banyak faktor

2 Ibid.



yaitu: kurangnya sosialisasi, para pihak yang masih mementingkan
kepentingan pribadi, kurangnya manajemen keuangan yang efektif, dan

lain sebagainya.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Praktik Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya belum berjalan dengan baik, karena praktiknya menimbulkan
beberapa persepsi dari masyarakat, ada yang menyalahkan rumah sakit,
ada yang menyalahkan dokter, dan juga ada yang menyalahkan program
BPJS itu sendiri. Dalam praktiknya keterkaitan antara BPJS dengan
Rumah Sakit yaitu mengatur sistem jaminan sosial. Sedangkan Rumah
Sakit dengan dokter yaitu menjalankan sistem jaminan sosial. Dan kaitan
dokter dengan pasien yaitu melayani jaminan sosial. Maka dari itu perlu
kiranya dengan adanya penelitian ini pembaca dapat mengerti bahwa
semua hanya kurang adanya manajemen yang baik.

Relevansi pelayanan BPJS kesehatan dengan hukum islam dan fatwa
DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 di Rumah Sakit islam Jemursari
Kota Surabaya, menurut hukum islam mekanisme sewa menyewa (7jarah)
sudah memenuhi unsur jjarah. Terdapat para pihak yaitu dokter selaku
pihak yang menyewakan jasa dan pasien selaku pihak yang menyewa.
Kemudian jjab dan gabul terjadi ketika para pihak menaruh upah dan
menerima upah, meskipun orang yang melakukan akad pelafalannya tidak
dalam satu majelis. Kegiatan ini sudah dianggap sah. Selanjutnya
memberi manfaat, ketika dokter melayani pasien maka manfaat dari jasa

dokter sudah terjadi. Jika sewa menyewa (7jarah) ditinjau dari rukunnya
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terdiri dari muajjir dan musta’jir, ijab dan gabul, memberi manfaat dan
ujrah. Namun dalam konteks, ujrah yang diberikan kepada dokter masih
belum sesuai dengan apa yang telah dokter itu kerjakan sehingga dokter
tersebut merasa dirugikan. Peneliti menilai bahwa sewa menyewa antara
dokter dan pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota
Surabaya tersebut akadnya fasakh karena ada pihak yang dirugikan.
Sedangkan menurut DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 pelayanan
program BPJS belum sepenuhnya berjalan lancar dikarenakan banyak
faktor yaitu kurangnya sosialisasi, para pihak yang mementingkan
kepentingan pribadi, kurangnya manajemen keuangan yang efektif dan

lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ada

beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan

membawa manfaat dan dampak positif kedepannya untuk kemajuan rumah

sakit islam Jemursari Kota Surabaya sebagai berikut:

1.

Kepada para dokter harusnya lebih mengedepankan pelayanan meskipun
apa yang diperoleh atau imbalan yang didapat tidak sewajarnya, agar
para pasien yang berobat juga tidak kecewa terhadap pelayanan yang
diberikan.

Kepada pengelola BPJS kesehatan perlu adanya evaluasi mengenai

sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar keluhan-



keluhan yang dipermasalahkan oleh masyarakat dapat diselesaikan

dengan perkembangan program.
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